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I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan
ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam Pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian
laporan tersebut adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya
merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah
selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat capaian
kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021 berdasarkan
RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, RKPD, dan APBD
Tahun 2021.

Il. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Yogyakarta terletak di antara 1100 24’ 19" - 1100 28’ 53"
Bujur Timur dan antara 070 49'26" - 07015'24" Lintang Selatan,
secara administratif wilayah Kota Yogyakarta berbatasan
dengan:

Sebelah utara

Sebelah timur

Sebelah selatan

: Kabupaten Sleman

: Kabupaten Sleman dan Bantul
: Kabupaten Bantul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman
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Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta
*Dindukcapil Kota Yogyakarta

Catatan : Luas Kota Yogyakarta 32,8 km2 sesuai dengan
Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Ill. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari
berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,
pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait
lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro
Kota Yogyakarta menggunakan indikator kinerja makro sebagai
berikut:

Capaian Kinerja
Tahun N-1

Capaan Kinarja

Tahin N Parubahan (%)

0 Indtkator Kinena Makr

Indeks Pembangunan
1 | anosia 86,61 87,18 0,66%
2 |Angka Kemiskinan 7,27% 7,69% 5,78%
3 |Angka Pengangguran 9,16% 9,13% -0,33%
4 |Pertumbuhan Ekonomi -242% 5,09% 310,33%
5 |Pendapatan per Kapita | Rp 82.049.33545 |Rp 82.049.33545" 0%
Ketimpangan
6 Pendapatan (Gini Ratio) 0421 0,464 10,21%

Catatan:
*Data BPS tahun 2021 belum rilis

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022, data diolah

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Angka [IPM
memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat

pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah.
Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan
pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Pada
tahun 2021, nilai IPM Kota Yogyakarta adalah 87,18. Nilai
tersebut menjadi nilai IPM tertinggi di Indonesia. Hal ini
tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upayanya
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
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Sumber; Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021, data diolah

2. Angka Kemiskinan

BPS menetapkan garis kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun
2021 sebesar Rp 556.674,00 perkapita perbulan. Nilai tersebut
kemudian dijadikan baseline untuk menentukan persentase
penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat
konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk
miskin. Berdasarkan tolok ukur tersebut, jumlah penduduk miskin
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di Kota Yogyakarta tahun 2021 diestimasi sebanyak 34.070
Jiwa. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dalam kurun
waktu 3 tahun sebelum pandemi yaitu tahun 2017-2019, tingkat
kemiskinan terus mengalami penurunan. Namun setelah adanya
pandemi Covid-19 yang mulai terasa di Yogyakarta di awal tahun
2020, hal tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya
angka kemiskinan, dari 6,84 di tahun 2019, menjadi 7,27 di tahun
2020. Angka ini terus bertambah menjadi 7,69 di tahun 2021
seiring semakin parahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat
terdampak Pandemi.

Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun
2022, realisasi 2021 sebesar 7,69 masih belum melampaui target.
Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus
melakukan berbagai upaya guna menurunkan angka kemiskinan.

GRAFIK TARGET DAN REALISASI
KEMISKINAN KOTA YOGYAKARTA
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Sumber: Bappeda Yogyakarta Tahun 2021, data diolah

3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi
tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam penganggur.
TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap
jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan
mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan.
Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan target TPT pada
tahun 2021 sebesar 4,80 — 5,71. Target ini mendasarkan analisis
berbasis perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mengalami
peningkatan. Sektor yang paling terdampak akibat pandemic
Covid-19 di Kota Yogyakarta adalah sektor akomodasi makan
minum sebagai sektor utama pariwisata dan sektor industri
pengolahan sebagai sektor ikutan dari pariwisata. Berdasarkan
data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2021 angka TPT Kota
Yogyakarta sebesar 9,13.
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Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022, data diolah

4. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2021 diprediksi akan
tumbuh positif. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi nasional yang diestimasikan mencapai 3,70, proyeksi
pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta masih lebih tinggi
1,36 poin, namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi DIY yang diprediksi sebesar 5,4, terdapat selisih
0,34poin. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi di
Kota Yogyakarta maupun DIY mampu bangkit lebih cepat
dibandingkan ekonomi nasional pada masa pemulihan ekonomi
sebagai dampak Pandemi Covid-19. Hal tersebut tidak lepas
dari bangkitnya sektor pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta.
Salah satu instrumen yang dapat dilihat untuk mengindikasikan
adanya pertumbuhan ekonomi adalah Tingkat Penghunian
Kamar (TPK) Hotel. TPK Hotel di tahun 2021 lebih tinggi dari
tahun 2020 kecuali untuk bulan Januari -Februari dan Juli-
Agustus dimana PPKM diimplementasikan secara ketat.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi
Kota Yogyakarta 5,09 persen, menunjukkan sudah adanya pandemi
covid-19 tahun 2020 yang mana pertumbuhan ekonominya negatif.

Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota
Yogyakarta Tahun 2017-2021

s34 5,49 596

513

2,42
07 2018 2019 2020 2021

i i gel =B Roallsas)

Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta yang tumbuh negatif di
tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2021
bahkan melebihi target yang ditetapkan di RKPD 2021

TPK Hotel Berbintang

24.01 26.87

ian | Feb | Mar | Apr | May | Jun ol Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
——2015]| 5019|5419 |56.77|62.75|34.65|64.31| 6785| 55 | 516 |58.52)|63.85| 7243
—p—2020| 5293 |5632| 33.9 | 536 | 613 | 155 | 2783 | 3985|3622 |45.42|144.9945.31
w2021 | 2451 | 2687|4042 | 3578 |32.27(45. 73| 1332 | 2091 |41.13 | 5L 85 54,88

Sumber; BPS (2021, diolah)

Perkembangan sektor Panwisata sebagai key-sector pertumbuhan
ekonomi di Kota Yogyakarta yang di tandai dengan tingginya TPK Hotel
membawa optimisme pada pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta.
Bahkan pada TW IV 2021 TPK Hotel lebih tinggi dari TPK Hotel 2019 (pra
Pandemi Covid-19).

5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator
tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pendapatan
per kapita didapatkan dari hasil pembagian nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah
penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk
akan mempengaruhi nilai pendapatan per kapita, sedangkan
besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi
sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat
di daerah tersebut. Pendapatan per kapita Kota Yogyakarta
menurut PDRB ADHB tahun 2020 sebesar Rp 82.049.335,45
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini
dikarenakan adanya pandemi Covid—19 yang mempengaruhi
aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga PDRB
Kota Yogyakarta Tahun 2020 mengalami penurunan.

PDRB per Kapita Kota Yogyakarta 2015-2021
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Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2021

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indikator Ketimpangan Pendapatan diukur menggunakan
Indeks Gini (Gini Ratio) yaitu sebuah ukuran ketidakmerataan
atau ketimpangan pendapatan agregat dari antar kelompok
pendapatan masyarakat, yang nilainya berkisar antara nol
(merata sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Mendasarkan data BPS, realisasi Gini rasio pada tahun
2021 adalah sebesar 0,464. Nilai ini masih masuk dalam
interval target 0,393-0,476 dan naik 0,043 poin dibandingkan
tahun 2020. Jika melihat gini rasio DIY dan Nasional, gini
rasio Kota Yogyakarta tahun 2021 lebih tinggi dibanding DIY
dan nasional. Hal ini tentu menjadi catatan dalam menyusun
program dan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sehingga
kesenjangan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi tidak
semakin lebar.
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Sumber ; BPS Kota Yogyakarta, 2021, diolah

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2022, data diolah

IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DASAR

Capaian kinerja pelayanan dasar di Kota Yogyakarta
dapat dilihat melalui capaian penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM). Kebijakan mengenai penerapan SPM di
Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Nomor
27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar
Pelayanan Minimal di Kota Yogyakarta. Guna mendukung
penerapan SPM di Kota Yogyakarta telah disusun program
maupun kegiatan yang sudah ada di dokumen perencanaan
masing-masing perangkat daerah pengampu SPM. Capaian
atas kinerja pelayanan dasar tahun 2021 adalah sebagai
berikut:

a. Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Pendidikan Dasar;

3. Pendidikan Kesetaraan

Secara umum, dari target yang telah ditetapkan sebesar
100%, pelaksanaan pelayanan dasar bidang pendidikan telah
terealisasi 100%. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang
belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir, pelaksanaan
pelayanan dasar bidang pendidikan menjadi ikut terdampak
dan menjadi ancaman untuk pencapaian target di tahun 2022.
Menyikapi hal tersebut, telah dilaksanakan optimalisasi metode
pembelajaran jarak jauh atau secara daring.

i —— I
Penyerahan Beasiswa CSR PT Bank
BPD DIY

Sosialisasi Jaminan Pendidikan
Daerah

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,2021

b. Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah

Kabupaten/Kota terdiri atas:

Pelayanan kesehatan ibu hamil;

Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

Pelayanan kesehatan balita;

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
Pelayanan kesehatan pada usia produkiif;
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus

yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus)

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan dasar
bidang kesehatan antara lain terbatasnya aktivitas ke wilayah
untuk melakukan kegiatan tracing kasus TB/HIV dan atau penyakit
menular lainnya dan pelaksanaan screening untuk anak usia
pendidikan dasar kurang optimal dikarenakan adanya pandemi
Covid-19. Namun demikian, dari target pencapaian SPM bidang
kesehatan tahun 2021 sebesar 100%, telah terealisasi 100%.
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c. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum terdiri atas:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari;

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah.

Target Pencapaian bidang pekerjaan umum tahun 2021 adalah
100%. Capaian kinerja pelayanan dasar bidang pekerjaan umum
tahun 2021 untuk jenis pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan
Pokok Air Minum Sehari hari adalah 100% dan capaian kinerja
jenis pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air
Limbah adalah 100%.

d. Bidang Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat terdiri atas:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban

bencana;

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat

yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.

Terkait dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat,
dikarenakan tidak terjadi bencana alam dan relokasi di Kota
Yogyakarta pada tahun 2021 sehingga tidak ada kegiatan
penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintah daerah. Namun demikian
apabila sewaktu-waktu terjadi bencana maka bisa mengakses
dana Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan ketentuan
Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga.

e. Bidang Trantibumlinmas

Jenis pelayanan dasar bidang trantibumlinmas terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

2. Pelayanan informasi rawan bencana;

3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana;

4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

5. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi
membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)
oleh Dinas Kebakaran.

Target pencapaian bidang trantibbumlinmas tahun 2021 adalah

100%. Capaian kinerja pelayanan dasar bidang Trantibumlinmas
telah tercapai 100%.

—

Operasi Non Yustisi Peneg;kan P:ruahNDmDr;
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi
Pamong Praja, dan BPBD Kota Yogyakarta, 2021

Kegiatan Simulasi Bencana Gempa Bumi

f. Bidang Sosial

Jenis pelayanan dasar bidang trantibumlinmas terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar
diluar panti;

2. Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti;

3. Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti;

4. Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis
diluar panti;

5. Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial.

Target Pencapaian bidang sosial tahun 2021 adalah 100%. Dari
target tersebut telah terealisasi 100%.

: i 1 W
Pelatihan Bagi Anak Rentan Hidup di Jalan

Penyerahan Bantuan Makanan Kepada
Pasien Isolman

Sumber: Dinas Sosial, 2021

V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
SEBELUMNYA

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada pelasanaan EPPD
tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan apresiasi dari
Kemendagri berupa Piagam Penghargaan yang Diterima Kota
Yogyakarta Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dengan Skor 3,4581 dan Status Kinerja Sangat Tinggi Berdasarkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun
2018. Sedangkan untuk evaluasi tahun 2021 sampai dengan saat
ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan hasilnya.
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Terkait indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta
kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
perwakilan provinsi DIY. Dengan torehan ini, menandakan Pemkot
Yogya telah mendapatkan predikat opini WTP untuk yang ke-13
kalinya secara beruntun, dan terbanyak di DIY. Prestasi tersebut
diraih setelah LKPD Yogya tahun anggaran 2021 diserahkan
oleh Kepala BPK RI kepada Wakil Walikota Yogyakarta Heroe
Poerwadi di kantor BPK RI perwakilan DIY, pada tanggal 9 Maret
2022. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja
Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berada di level tinggi, namun
demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.
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Keterangan: Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jariyatna, SE, MM, CPA, CSPAK, CSFA menyerahkan
Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkot Yogya kepada Wakil Walikota
Yogyakarta, Drs, Heroe Poerwadi, MA.

Vi. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Berikut adalah penjabaran realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021:

PENDAPATAN DAERAH 1.631.391.993.906,00| 1.707.273.287.342.46| 104,65

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 515.007.357.172,00|  598.121.885.337.87| 116,14
PENDAPATAN TRANSFER 1.085.748.606.734,00, 1.078.659.260.087,59) 99,35
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

DANA PERIMBANGAN 819.142.726.722,000 812.159.214.937,00) 989,15
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 72.692.053.000,00| 72.692.053.000,00| 100,
DANA INSENTIF DAERAH (DID) 72.692.053.000,00) 72.692.053.000,00 100
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 30.636.030.000,00| 30.492141.917.00) 99,53
BELANJA DAERAH 1.944.826.298.734,00| 1.691.968.885.088,93) 87,00
|BELANJA OPERASI 1.612.414.966.228,00] 1.445.551.076.433,000 89,65
IBEU-\NJA MODAL 277.709.794.062,000 240.007.571.43593] 86,42
BELANJA TIDAK TERDUGA 53.642.020.964,00| 5.350.719.740,00 9.97)
BELANJA TRANSFER 1.059.517 480,00 1.059.517.480,00| 100;
PEMBIAYAAN DAERAH 313.434.304.828,00] 313.436.954.088,36 100)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 382.914.304.828,00] 382.916.954.088,36( 100,16
PENGELUARAAN PEMBIAYAAN 69.480.000.000,00] 69.480.000.000,00] 100)

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, Tahun 2021

VIi. INOVASI DAERAH

Menurut PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,
bentuk Inovasi Daerah terdiri dari 3 yaitu Inovasi Tata Kelola
Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi
Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah. Dari tahun 2017 Hingga Tahun
2020, Kota Yogyakarta telah menginisiasi lebih dari 200 inovasi.
Pada tahun 2021 Kota Yogyakarta melaporkan dan menilaikan
sebanyak 92 inovasi kepada Kementrian Dalam Negeri melalui
sistem IGA . Inovasi tersebut berasal dari inisiasi OPD, ASN,
masyarakat, dan kepala daerah. Ke 99 inovasi dimaksud adalah
inovasi yang diimplementasikan dari tahun 2019 sampai dengan
2020. Berdasarkan bentuk inovasi, terbagi menjadi:

* Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, berjumlah 9 inovasi

(9,8 %).

« Inovasi pelayanan publik, berjumlah 57 inovasi (62 %)

* Inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah, berjumlah 26 inovasi
(28,2 %).

+ Sedangkan berdasarkan Inisiator, terbagi menjadi:

+ Inisiasi Kepala Daerah, sejumlah 5 inovasi (5,4%)

+ Insiasi OPD, sejumlah 42 inovasi (45,7 %)

+ Inisiasi ASN, sejumlah 43 inovasi (46,7 %)

« Inisiasi masyarakat, sejumlah 2 inovasi (2,2 %)

INOVASI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Tahun 2019- 2020: 92 inovasi
‘Yang sudah dalam tahap penerapan

Berdasarkan Jenis Inovasi

Berdasarkan Inisiator

INOVASI DAERAH

Pada

tahun 2021, Kota Yogyakarta memperoleh
Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021
dengan Kategori Kota Terinovatif yang diberikan langsung oleh
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian pada tanggal
29 Desember 2021.

Innovative Government Award ( IGA )

29 Desember 2021

Kota Yogyakarta juga meraih penghargaan dalam Kompetisi
Inovasi pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementreian
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi kepada
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

VIil. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2021 telah kami
sampaikan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih
kepada segenap stakeholder dan seluruh warga Kota
Yogyakarta atas segala masukan, saran, dukungan dan
kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta.
Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan kekuatan dan petunjuk atas segala doa dan
upaya kita bersama dalam mewujudkan Kota Yogyakarta
menjadi lebih baik.

Sekian dan terima kasih.
Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu alaikum Wr. Wb
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